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KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
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TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENANGANAN KUMUH MELALUI DANA ALOKASI
KHUSUS TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU
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KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang
Nomor 92 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi
Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Aceh
Tamiang, Kampung Bundar yang berada dalam
Kawasan Karang termasuk kawasan kumuh dengan
tingkat kekumuhan ringan;

bahwa berdasarkan dokumen Rencana Pencegahan
dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kab. Aceh Tamiang
Tahun 2022-2026, Kampung Bundar yang berada
dalam Kawasan Karang termasuk dalam prioritas 3
yang merupakan lokasi kumuh ringan, dengan
pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;

bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2032,
Kampung Bundar terletak pada Kawasan Perkantoran
sehingga tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kab. Aceh Tamiang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Lokasi Penanganan Kumuh Melalui Dana Alokasi
Khusus Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh
Terpadu Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang

Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman;

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman sebagaiman telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008
tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010
tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun
2020 tentang Peran Masyarakat dalam

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28 Tahun
2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
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19. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Aceh Tamiang Tahun 2012-2032;

20. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang sebagaiman telah diubah
dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor S5
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang;

21. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 68 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Penetapan Lokasi Penanganan Kumuh Melalui Dana
Alokasi Khusus Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh
Terpadu Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Pos Anggaran Badan
Perencaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, q februai 2023 M
B Razab 1444 H
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Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;

2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.
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